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ABSTRAK
Pelaksanaan tentang penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Tangerang selama ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang tertuang pada BAB  X Bagian Kedua pasal 88 sampai pasal 98, terhitung mulai awal tahun 2017 pelaksanaan penetapan besaran upah minimum pekerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Kondisi di lapangan terhadap kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Tangerang baik yang berpedoman pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun terhadap PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pelaksanaannya belum efektif. Peneliti memfokuskan pada penelitian tentang kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Banten khususnya di Kabupaten dan Kota Tanerang yang bisa diterima oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja agar terjadi iklim kerja yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis.
	Dua perbedaan yang menjadi kendala di lapangan antara lain pihak pekerja masih menghendaki kebijakan tentang penetapan upah pekerja seperti yang lama, atau mengacu pada UU No.13 tahun 2003 melibatkan anggota tripartit daerah dan dewan pengupahan daerah, sedangkan pihak pengusaha setuju menggunakan PP No. 78 tahun 2015 yang kebijakan penetapannya mengacu pada inflasi sekala Nasional dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebagai rujukannya, karena pendangan pengusaha PP Nomor 78 tahun 2015, adanya kepastian dalam hal perencanaan keuangan (bugeting), sehingga peneliti menilai belum ada titik temu yang tepat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi dengan strategi triangulasi konkuren (Concurrent Triangulation Strategy). Peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, baik dalam pengumpulan data maupun analisisnya, kemudian membandingkan data yang diperoleh untuk kemudian dapat ditemukan mana data yang dapat digabungkan, dan dibedakan. Penelitian dilakukan dalam satu tahap, tetapi dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama (konkuren). Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan focus group discussion. implementasi kebijakan pemerintah daerah pada tingkat propinsi dalam menetapkan besaran upah minimum untuk setiap wilayah daerah di propinsi berpedoman pada besaran upah kota di ibu kota propinsi, sedangkan kota/kabupaten memiliki pilihan untuk mengikuti atau menetapkan besaran upah minimum dan upah sektoral bisa diatas tingkat upah minimum propinsi dengan mempertimbangkan hasil kajian tim tripartit daerah dan dewan pengupahan daerah atas rasio kelayakan di daerahnya masing-masing.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan upah minimum didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pada kenyataannya upah yang diterima oleh tenaga kerja di sebagian besar kota dan kabupaten di provinsi Banten adalah lebih rendah bila dibandingkan  dengan  KHL. Kenaikan harga akan berakibat  pada kenaikan KHL dan selanjutnya akan meningkatkan upah minimum. Dilihat dari sisi perusahaan, upah adalah biaya, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga. 
Benang merah yang dapat ditarik dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menentukan kebijakan penetapan upah minimum adalah kearifan lokal melalui tokoh masyarakat. Sosialisasi kedua kebijakan pemerintah tersebut sangat penting dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin hubungan industrial yang kondusif baik pengusaha, buruh dan pemerintah. Adanya pengawasan atau kontrol yang insentif dari dinas yang berwenang terutama dinas tenaga kerja.
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Pendahuluan
	Implementasi dan pelaksanaan tentang penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Tangerang selama ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang tertuang pada BAB  X Bagian Kedua pasal 88 sampai pasal 98, terhitung mulai awal tahun 2017 pelaksanaan penetapan besaran upah minimum pekerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Kondisi di lapangan terhadap kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Tangerang baik yang berpedoman pada UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maupun terhadap PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan pelaksanaannya belum efektif. Peneliti memfokuskan pada penelitian tentang kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja di Banten khususnya di Kabupaten dan Kota Tanerang yang bisa diterima oleh pihak pengusaha dan pihak pekerja agar terjadi iklim kerja yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis.
Dua perbedaan yang menjadi kendala di lapangan antara lain pihak pekerja masih menghendaki kebijakan tentang penetapan upah pekerja seperti yang lama, atau mengacu pada UU No.13 tahun 2003 melibatkan anggota tripartit daerah dan dewan pengupahan daerah, sedangkan pihak pengusaha setuju menggunakan PP No. 78 tahun 2015 yang kebijakan penetapannya mengacu pada inflasi sekala Nasional dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebagai rujukannya, karena pendangan pengusaha PP Nomor 78 tahun 2015, adanya kepastian dalam hal perencanaan keuangan (bugeting), sehingga peneliti menilai belum ada titik temu yang tepat. Berdasarkan fakta-fakta lapangan dan pengamatan di lapangan tersebut, peneliti terpanggil untuk menganalisis dan menuangkannya dalam penelitian  dengan Judul: Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan besaran upah minimum dan upah sektoral pekerja kabupaten dan kota di Banten (Studi kasus pelaksanaan UMK/UMS di Tangerang). 
Fokus Penelitian
Meningkatnya perselisihan perburuhan, semakin sempitnya ruang dan peluang bagi tenaga kerja lokal, semakin melemahnya semangat para pengusaha untuk mengembangkan kegiatannya dan menanamkan modalnya di Kabupaten dan Kota Tangerang, serta kurang bisa diterimanya setiap kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan kesepakatan penetapan upah minimum dan upah sektoral pekerja, sehingga berdampak negatif serta tarik-menarik kepentingan politik, kekuasaan dan nepotisme terus membudaya, atas dasar itulah yang mendasari peneliti memfokuskan pada penelitian tentang ketenagakerjaan di Kabupaten dan Kota Tangerang yang berhubungan dengan Model Kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran Upah Minimum dan Upah Sektoral dengan studi kasus di Tangerang Propinsi Banten. 
Rumusan masalah
             Berdasarkan dan berpedoman pada latar belakang masalah, fokus penelitian, dan sub fokus penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya dan  mencari rumusan terkait penyebab ketidak harmonisan hubungan bipartite pada sektor industri, maka peneliti akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral  kabupaten dan kota Tangerang belum berjalan secara efektif?
2. Model apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral Tangerang, sehingga hubungan industrial semakin kondusif dan harmonis?
Literature Review
1. Rini Sulistiawati (2012) telah melakukan penelitian tentang pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di provinsi di Indonesia. Kesimpulannya adalah: a. Upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah; b. Secara nasional, tenaga kerja yang mempunyai produktivitas paling rendah terjadi di sektor primer, sementara sektor sekunder merupakan sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja tetapi mempunyai produktivitas pekerja yang paling tinggi. Kondisi yang sama juga terjadi pada lingkup provinsi di mana produktivitas tenaga kerja di sektor primer adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan produktvitas tenaga kerja di sektor sekunder. 
2. Adi Karsidi (2013) sudah melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan upah minimum propinsi (UMP) di Kota Semarang. Kesimpulannya adalah : a. Implementasi kebijakan tentang upah minimum propinsi (UMP) di perusahaan tersebut mengacu pada dua hal yaitu perlindungan upah dan perhitungan upah. Perlindungan upah yang ada di 3 perusahaan dapat digolongkan cukup; b. Secara keseluruhan implementasi kebijakan UMP di PT. Sandratex, PT. Bitratex, dan PT. Texmaco Semarang dapat digolongkan cukup.  Keadaan ini sangat didukung dengan adanya perhitungan dan perlindungan pah yang diberlakukan juga menunjukkan tingkatan upah yang cukup memenuhi kebutuhan fisik minimum; c. Simbiosis mutualisme antara pengusaha dengan pejabat birokrat merupakan salah satu refleksi budaya politik patrimonial yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dalam proses produksi. Hal ini merimplikasi pada rendahnya upah kerja karena pengusaha berusaha mempertahankan tingkat keuntungan yang diperoleh. 
3. Edy Priyono (2012) telah melakukan penelitian kualitatif tentang situasi ketenagakerjaan Indonesia terhadap kebijakan upah minimum. Kesimpulannya adalah : a. Upah melibatkan buruh dan pengusaha, kebijakan upah minimum harus mempertimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha secara bersama-sama. Upah yang adil bukanlah upah yang menjamin buruh mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melainkan upah yang tepat sama dengan kontribusi buruh terhadap perusahaan atau produktivitasnya; b. Kondisi ideal di mana upah tepat sama dengan produktivitas, dicapai dalam struktur tenaga kerja yang kompetitif. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pasar tenaga kerja dari yang bersifat monopsonistik menuju pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif. 
4. Penelitian Laksono Utomo (2014) yang dilatarbelakangi oleh permasalahan outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Pola perjanjian kerja dalam bentuk outsourcing secara umum ada beberapa pekerjaan kemudian diserahkan ke perusahaan lain yang telah berbadan hukum, di mana perusahaan yang satu tidak berhubungan secara langsung dengan pekerja tetapi kepada perusahaan penyalur atau pengerah tenaga kerja. Model outsourcing dapat dibandingkan dengan bentuk perjanjian pemborongan bangunan walaupun sesungguhnya tidak sama. Perjanjian pemborongan bangunan dapat disamakan dengan sistem kontrak biasa sedangkan outsourcing sendiri bukanlah suatu kontrak. 
5. Penelitian Veronica Varbi Sununianti (2013) dilatarbekangi oleh permasalahan mengenai konflik hubungan industrial suatu kajian pasar kerja fleksibel di Perguruan Tinggi di mana pasar kerja fleksibel merupakan konsep baru dari kapitalisme modern yang kini diterapkan di berbagai Negara. Kesimpulannya adalah : a. Transformasi pasar kerja menggambarkan bahwa sistem pasar kerja fleksibel saat ini juga di universitas. Tenaga kerja part time  yang meningkat merupakan fenomena global sebagai akibat derasnya arus utama sistem ekonomi dunia; b. Secara sosial sistem ini membawa kerugian lebih besar bagi pekerja dengan sistem part time, khususnya bagi pekerja dengan status tidak tetap. Ketidakpastian pekerjaan, tidak adanya dasar hukum, serta kerentanan sosial ekonomi menjadi bagian kondisi kerjanya; c. Formalisasi sistem kerja fleksibel di lembaga pendidikan diketahui mempengaruhi perubahan makna pekerjaan secara mendasar. 
6. Penelitian Safrida dan Sofyan (2014) dilatarbelakangi oleh permasalahan dampak peningkatan upah minimum propinsi terhadap inflasi dan pasar kerja di propinsi Aceh. Kesimpulannya adalah: a. Secara ekonomi hasil regresi menunjukkan bahwa masing-masing variabel-variabel yang mempenagruhi inflasi, upah minimum propinsi, penawaran dan permintaan tenaga kerja di Propinsi Aceh belum semua sesuai dengan tanda (sign) dan besaran (size) koefisien yang diharapkan; b. Upah minimum provinsi berdampak pada peningkatan inflasi, penawaran tenaga kerja, dan berdampak pada penurunan permintaan tenaga kerja di Propinsi Aceh; c. Secara statistik untuk hasil pengujian parsial (uji-t) masing-masing persamaan menunjukkan bahwa hanya variabel jumlah penduduk yang berpengaruh secara nyata (significant) terhadap penawaran tenaga kerja, sedangkan variabel-variabel lain tidak berpengaruh nyata (non significant) terhadap variabel endogennya. 
7. Akbar Pradima (2013) dalam penelitiannya dilatarbelakangi oleh upayanya dalam memberikan alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan. Kesimpulannya adalah : a. Alternatif penyelesaian perselisihan atau sengketa diatur dalam Undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; b. Yurisdiksi Undang-undang No. 2 tahun 2004 khusus mengatur perundingan bipartit, arbitrase, konsiliasi, mediasi untuk masalah perselisihan hubungan industrial serta pengadilan hubungan industrial: pengadilan khusus dalam lingkungan pengadilan negeri, berwenang memeriksa, mengadili, memutus perselisihan hubungan industrial. 
8. Penelitian yang dilakukan Damian Grimshaw, Gerhard Bosch dan Jill Rubery (2014) merupakan penelitian survei. Pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan observasi serta menganalisis model-model perundingan kerjasama antara pengusaha dan buruh di lima Negara Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penentuan upah minimum dipengaruhi oleh perjanjian kerjasama antara pengusaha dengan serikat pekerja. Perubahan penetapan upah minimum harus didasarkan pada kesepakatan antara serikat pekerja, pengusaha dan kebijakan pemerintah.  
9. Penelitian Haroon Bhorat, Ravi Kanbur & Benjamin Stanwix (2014) dilatarbelakangi oleh penilaian dan evaluasi dampak kebijakan upah minimum terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri di Afrika Selatan masih relatif kurang. Penelitian ini menganalisis besaran upah minimum yang sudah dilakukan perubahan sebanyak 15 kali selama periode September 2000 sampai dengan September 2007. Sampel yang diambil hanya 6 kali kebijakan penentuan upah miminum untuk analisis secara ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah jam kerja dipengaruhi oleh besaran upah minimum yang diberikan kepada karyawan dan apabila melebihi jam kerja, maka pemerintah menentukan kebijakan upah tersendiri sesuai dengan kesepakatan buruh dan pengusaha. Di daerah-daereh tertentu di Afrika Selatan ada perbedaan jam kerja bagi karyawan atau buruh karena kondisi lingkungan dan sifat pekerjaannya.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penggabungan metode atau pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods). Creswell (2009) mengatakan bahwa a mixed methods design is useful when either the quantitative or qualitative approach by itself is inadequate to best understand a research problem or the strengths of both quantitative and qualitative research can provide the best understanding. Metode penelitian kombinasi akan berguna jika metode kuantitatif atau metode kualitatif secara sendiri-sendiri tidak cukup akurat digunakan untuk memahami permasalahan penelitian. 
[bookmark: _GoBack]Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi dengan strategi triangulasi konkuren (Concurrent Triangulation Strategy). Peneliti menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama, baik dalam pengumpulan data maupun analisisnya, kemudian membandingkan data yang diperoleh untuk kemudian dapat ditemukan mana data yang dapat digabungkan, dan dibedakan. Penelitian dilakukan dalam satu tahap, tetapi dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama (konkuren).  Model ini memiliki beberapa keuntungan: Pertama, peneliti sudah familier dengan metode kuantitatif dan kualitatif . Kedua, data yang diperoleh bisa lebih lengkap, dan validitas data akan lebih baik bila dibandingkan dengan hanya menggunakan satu metode. Metode kuantitatif berperan untuk memperoleh data kuantitatif yang terukur yang  bersifat deskriptif, komparatif dan asosiatif dan metode kualitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. 
Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, peneliti melakukan survei menggunakan instrumen kuesioner kepada kepala dinas, wakil kepala dinas, sekretaris dan beberapa staf dinas tenaga kerja sebagai informan dan key person baik di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Serikat Pekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, dan perusahaan-perusahaan di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang masuk anggota APINDO.
Di samping itu digunakan metode kualitatif bersamaan dengan metode kuantitatif, dengan melakukan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) pada:  Pertama, Dinas Tenaga Kerja baik di Kota Tangerang maupun Kabupaten Tangerang yang terdiri dari kepala dinas, wakil kepala dinas, sekretaris, subdin yang menangani pengupahan dan perselisihan dan beberapa staf dinas tenaga kerja. Kedua, Serikat Pekerja pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang.  Ketiga, perusahaan-perusahaan di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang masuk anggota APINDO.
	Pada saat peneliti menggunakan metode kualitatif, maka peneliti memperkuat diri menjadi human instrument agar bisa mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, dan pada saat menjadi peneliti kuantitatif, peneliti melakukan kajian teori untuk dapat menyusun dan merumuskan instrument penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Data kualitatif yang sudah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dan data kuantitatif  dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Langkah-langkah penelitian model ini adalah:
1. Langkah-langkah dalam metode kuantitatif adalah : 1. Menentukan masalah dan membuat rumusan masalah. 2. Melakukan kajian teori dan merumuskan proposisi. 3. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk menguji proposisi. 4. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian proposisi.
2. Langkah-langkah metode kualitatif adalah : menentukan sumber data penelitian, pengumpulan dan analisis data kualitatif, analisis data kuantitatif dan kualitatif, kesimpulan dan saran. Secara lengkap langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada gambar 1 berikut.
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Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian Strategi Triangulasi Konkuren
Sumber: Diadaptasi dari Creswell (2009) 
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Model Implementasi Kebijakan Berdasarkan Content of Policy dan Context of Implementation
Content of Policy atau Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan penetapan upah minimum. Kebijakan kontroversial terhadap penetapan upah minimum sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran yaitu pekerja dan perusahaan, maupun dari implementasinya yang merasa melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan yaitu pekerja. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan upah minimum adalah sebagai berikut: 
1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program penetapan besaran upah minimum. Implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan. 
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Kebijakan yang memberikan manfaat kolektif kepada pekerja dan pengusaha akan mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun serikat pekerja. 
3. Jangkauan perubahan yang diinginkan dari PP Nomor 78 Tahun 2015. Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, akan semakin sulit dilaksanakan. Karena itu penelitian ini difokuskan pada penetapan kebijakan upah minimum dan sektoral.
4. Kedudukan pengambil keputusan hanya didasarkan pada konsep tripartite (pekerja, pengusaha, dan pemerintah). 
Konteks implementasi akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya karena mudahnya kebijakan maupun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementasinya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi, dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah:
1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikan. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, mereka akan menyusun strategi untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati output-nya.
2. Karakteristik lembaga dan penguasa. Strategi penyelesaian konflik mengenai karyawan mendapatkan apa dan pengusaha mendapatkan apa dapat menjadi petunjuk tidak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor. 
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Letak pengambilan keputusan : Gubernur Banten
Pelaksanaan program : Tripartit Daerah.
Sumber daya yang dikerahkan : Dinas Tenaga Kerja, Pekerja dan pengusaha.
b. Konteks Implementasi
Kekuasaan,  kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
Kearifan lokal propinsi Banten dan budaya daerah
Keputusan dan daya tanggap masing-masing kabupaten dan propinsi.
Sosialisasi dan pemahaman PP Nomor 78 tahun 2015 perlu peningkatan.
Faktor ekonomi, sosial,  kondisi lingkungan, politik, inflasi  dan pertumbuhan ekonomi.
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Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Penentuan Upah Minimum Hasil Sintesis Peneliti.

Prosedur Penetapan Upah Minimum UU No. 13 Tahun 2003
Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil dari Focus Group Discussion (FGD) disimpulkan bahwa, apabila merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 
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Gambar 3.  Prosedur Penetapan Upah Minimum dan Upah Sektoral Versi
		Lama Mengacu UU. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  
Hasil kajian analisis dan observasi lapangan menunjukkan bahwa upah minimum sektoral merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh. Usulan upah minimum sektoral (hasil kesepakatan) tersebut disampaikan kepada gubernur Banten melalui Kepala Kantor wilayah Kementerian tenaga kerja untuk ditetapkan sebagai upah minimum sektoral propinsi dan atau upah minimum sektoral kota Tangerang. 
Prosedur Penetapan Upah Minimum PP No. 78 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan juga mengatur secara rinci mengenai masalah upah minimum. Pasal 41 ayat (1) mengatakan bahwa : Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat (2) berbunyi : Upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tahun berjalan. Formula perhitungan Upah minimum, yaitu: 

UM n = UM t + {UM t x (Inflasi t + % ∆ PDB t)}
dimana :  
UMn            = Upah Minimum yang akan ditetapkan.
UMt             = Upah Minimum tahun berjalan.
Inflasi t      = Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
∆ PDB t = Pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode Kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan Kwartal I dan II tahun berjalan.
Perkembangan regulasi yang mengatur upah minimum sebelum diberlakukan PP No. 78 tahun 2015 adalah: 
1. Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Menggantikan Permen 17/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak).
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum.
3. Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Menggantikan Kepmen 226/2000 tentang Upah Minimum).
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Gambar 4. Prosedur Penetapan Upah Minimum dan Upah Sektoral PP 78 tahun 2015
Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah kearifan lokal yang ada di wilayah  propinsi Banten.  Kearifan lokal terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) yang berarti kebijaksanaan dan lokal (local) berarti tempat.
Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif serta dengan mensintesis hasil Focus Group Discussion dapat dilihat pada gambar 5 berikut: 
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Gambar 5. Diagram Alur Efektivitas Kebijakan Upah Minimum Hasil 
                             Sintesis Kedua Kebijakan Upah Minimum
	Kearifan lokal pada suatu daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan karena pada setiap daerah memiliki kerifan lokal yang berbeda dari daerah satu dengan daerah yang lainnya yang mana perbedaan ini didasarkan pada latar belakang, suku budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Semua kota/kabupaten tersebut memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda karena pada keempat kota/kabupaten tersebut masing-masing memiliki suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda pula.
Kebijakan-kebijakan yang ada di daerah terutama propinsi Banten jika tidak melibatkan tokoh masyarakat atau istilah masyarakat Banten menyebut jawara, maka kebijakan dari pemerintah pusat kurang berjalan kondusif. Pemberlakukan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dilapangan berjalan kurang efektif karena pengaruh tekanan politik baik saat pemilihan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan walikota dan bupati sering terjadi konflik antara pemerintah dengan buruh yang ada di perusahaan untuk kepentingan daerah itu sendiri. 
Berbeda implementasinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Peran kearifan lokal yang melibatkan tokoh masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan ini juga memegang peran penting terutama dalam penetapan upah minimum. Hasil analisis peneliti adalah apabila kebijakan dari pusat yang bersifat top down langsung dilaksanakan dengan tanpa melibatkan kearifan lokal melalui tokoh masyarakat maka kurang berjalan secara kondusif. Komunikasi, koordinasi, musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau titik temu dalam menentukan besaran upah minimum dan upah sektoral bisa berjalan lancar bila tidak meninggalkan kearifan lokal.
Kesimpulan
1. Content Policy dan Context of Implementation adalah faktor dominan yang menyebabkan implementasi kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral kabupaten dan kota Tangerang berjalan efektif jika  memperhatikan inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi regional,  kearifan lokal, sosialisasi dan pengawasan dari dinas terkait.
2. Model implementasi kebijakan penetapan besaran upah minimum dan upah sektoral dengan memperhatikan masa kerja, pendidikan, kompetensi, tingkat produktivitas dan kinerja karyawan dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif dan hubungan industrial yang harmonis baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkelanjutan.
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